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ABSTRAK

Konvensi Internasional untuk Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa
(ICPPED) adalah perjanjian internasional yang bertujuan untuk melawan dan mencegah
penghilangan paksa serta memastikan keadilan bagi korban dan keluarga mereka. Diadopsi
oleh Majelis Umum PBB pada 20 Desember 2006 dan mulai berlaku pada 23 Desember
2010, ICPPED menetapkan bahwa penghilangan paksa adalah pelanggaran serius terhadap
hak asasi manusia yang harus dihapuskan. Konvensi ini menegaskan bahwa tidak ada
kondisi yang dapat membenarkan penghilangan paksa dan mengakui hak untuk mengetahui
nasib dan keberadaan korban sebagai hak dasar. Indonesia menandatangani ICPPED pada
27 September 2010, tetapi belum meratifikasinya. Ratifikasi ICPPED oleh Indonesia akan
menunjukkan komitmennya terhadap standar internasional dalam perlindungan hak asasi
manusia dan memperkuat hukum nasional untuk menangani penghilangan paksa. Konvensi
ini mengharuskan negara untuk menerapkan langkah-langkah pencegahan yang ketat dan

menyediakan mekanisme untuk penyelidikan serta pertanggungjawaban bagi pelaku.

Kata kunci : Hak Asasi Manusia, ICPPED ,Ratifikasi, Indonesia
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ABSTRACT

The International Convention for the Protection of All Persons from Enforced
Disappearance (ICPPED) is an international treaty aimed at combating and preventing
enforced disappearances, ensuring justice for victims and their families. Adopted by the
United Nations General Assembly on December 20, 2006, and entering into force on
December 23, 2010, ICPPED establishes that enforced disappearance is a serious human
rights violation that must be eradicated. The convention asserts that no circumstances can
Jjustify enforced disappearance and recognizes the right to know the fate and whereabouts of
victims as a fundamental right. Indonesia signed ICPPED on September 27, 2010, but has
not yet ratified it. Ratifying ICPPED would demonstrate Indonesia's commitment to
international human rights standards and strengthen national laws to address enforced
disappearance. The convention requires states to implement strict preventive measures and

provide mechanisms for investigation and accountability for perpetrators.

Keywords: Human Rights, ICPPED, Ratification, Indonesia.
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BAB 1

PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang

Penghilangan paksa sebagai pelanggaran HAM (Hak Asasi Manusia) mulai
mendapatkan perhatian yang besar di decade 1970-an sampai pertengahan 1980-an dari
komunitas internasional di Amerika Latin. Terjadinya kudeta militer di banyak negara di
kawasan tersebut yang berakibat puluhan ribu orang hilang. Pada saat itu, rezim yang berkuasa
seringkali menghindar dari tanggung jawab terhadap tekanan internasional maupun warganya
sendiri. Selain itu, persekusi dan teror yang disebut "Operation Condor" juga berlangsung,
menargetkan individu-individu yang dianggap mengancam stabilitas rezim militer otoriter. Pada
awalnya, tindakan ini didorong oleh alasan ideologis, namun seiring waktu berkembang menjadi

bentuk penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan secara sewenang-wenang. (Ashri, 2023),

Praktik penghilangan paksa sebenarnya sudah dilakukan jauh sebelum "Operation
Condor" di Amerika Latin. Salah satu contohnya adalah kebijakan teror yang dijalankan oleh
rezim Nazi di bawah Adolf Hitler, yang dikenal sebagai "Nacht und Nebel Erlass" atau "Dekrit
Malam dan Kabut" pada akhir tahun 1941. Dekrit ini merupakan kebijakan Nazi di wilayah
pendudukannya, terutama di Eropa Barat, yang melibatkan penculikan dan penghilangan orang-
orang yang dicurigai atau dituduh, biasanya aktivis atau oposisi politik, yang dianggap
mengancam rezim Nazi. Selain untuk menekan lawan politik dan menghapus jejak mereka,
kebijakan ini juga bertujuan menakut-nakuti masyarakat agar tidak berani melawan atau
mendukung oposisi. Nazi menerapkan kebijakan ini untuk menghindari tekanan internasional
dan mempermudah pengelakan dari mekanisme hukum internasional yang ada saat itu,

sekaligus untuk meredam reaksi publik Jerman. Meskipun praktik penghilangan paksa terkenal
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melalui pengalaman rezim militer otoriter di Amerika Latin, praktik ini juga masih terjadi di
berbagai belahan dunia. United Nations Working Group on Enforced or Involuntary
Disappearances (WGEID) dalam laporan rutinnya menampilkan data tentang kasus-kasus
penghilangan paksa sejak tahun 1980, ketika kelompok ini dibentuk dalam kerangka mekanisme
hak asasi manusia PBB. Dari temuan tersebut, terlihat bahwa penghilangan paksa sering terjadi
di negara-negara yang menghadapi konflik bersenjata internal (seperti Sri Lanka, Rusia, Sudan,
India, dan Nepal), tetapi juga di negara-negara "normal". Selain itu, metode ini digunakan dalam
"perang melawan teror" pasca serangan 11 September 2001 di Amerika Serikat, di mana

tersangka teroris ditangkap, ditahan, dan disiksa di berbagai pusat tahanan rahasia. (Reza, 2021)

Sejak pembentukannya, Working Group on Enforced or Involuntary Disappearances
(WGEID) telah menerima 53.337 pengaduan dari keluarga korban atau pendamping mereka.
Dari total tersebut, 42.633 kasus masih belum berhasil diselesaikan oleh delapan puluh tiga
negara yang terkait. Penghilangan paksa, yang dianggap sebagai salah satu pelanggaran hak
asasi manusia paling brutal, telah memicu kecaman luas dan menginspirasi lahirnya beberapa
gerakan hak asasi manusia yang sangat terkenal. Di Argentina, kelompok "Mothers of the Plaza
de Mayo" menjadi simbol ikonik gerakan korban, memanfaatkan aksi mingguan dalam
keheningan sebagai sarana untuk mendorong berbagai inisiatif di tingkat regional dan
internasional guna melawan praktik penghilangan paksa, baik di Argentina maupun di seluruh
dunia. Isu ini tidak hanya menggalang protes dan solidaritas dari keluarga korban, tetapi juga
mendorong perubahan signifikan dalam mekanisme hak asasi manusia internasional yang saat
itu masih berkembang. Salah satu perubahan ini adalah pembentukan kelompok kerja dalam
kerangka mekanisme hak asasi manusia PBB untuk menangani isu penghilangan paksa secara
lebih efektif. United Nations Working Group on Enforced or Involuntary Disappearances
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(WGEID), yang didirikan pada tahun 1980, bertujuan menjembatani suara dan tuntutan para
korban dengan pemerintah mereka melalui forum multilateral, yakni Komisi Hak Asasi Manusia
PBB (UN Human Rights Commission). Melalui WGEID, mulai teridentifikasi celah hukum
dalam instrumen hak asasi manusia internasional terkait penghilangan paksa, yang pada saat itu
belum diakui sebagai kategori pelanggaran hak asasi manusia yang mandiri. Akhirnya, WGEID
menyusun draft konvensi khusus terkait penghilangan paksa pada tahun 2006, yaitu Konvensi
Internasional untuk Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa (International
Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearances, CPED), yang

diadopsi oleh Resolusi Majelis Umum PBB (A/RES/61/177) pada 20 Desember 2006..

Konvensi ini mulai berlaku sejak 23 Desember 2010, setelah ratifikasi oleh negara ke-
20, dengan 29 negara menjadi Pihak dan 88 negara penandatangan, termasuk Indonesia.
Dukungan terhadap ratifikasi Konvensi ini datang dari komunitas korban serta organisasi hak
asasi manusia di Indonesia. Menariknya, Pemerintah Indonesia menunjukkan komitmen positif
terhadap ratifikasi Konvensi tersebut, yang terlihat dari berbagai pernyataan pejabat di berbagai
forum. Bahkan, menjelang akhir masa tugasnya, DPR RI periode 2004-2009 mengeluarkan
rekomendasi agar Konvensi ini disahkan sebagai bagian dari upaya untuk menangani kasus
penghilangan paksa aktivis pada tahun 1997-1998. Langkah positif ini semakin maju ketika
Menteri Luar Negeri, Marty Natalegawa, menandatangani Konvensi ini pada 27 September

2010 di Markas Besar PBB, New York, Amerika Serikat. (Ashri, 2023),

Di Indonesia, pelanggaran hak asasi manusia yang dianggap sistemik tidak selalu
berkaitan langsung dengan penghilangan paksa seperti yang terjadi di Amerika Latin pada tahun

1970-an hingga 1980-an. Namun, pada masa-masa akhir kekuasaan Soeharto dan rezim Orde



Baru, praktik penghilangan paksa mulai menarik perhatian publik. Pada saat itu, diduga kuat
ada 23 orang yang menjadi korban penghilangan paksa karena keterlibatan mereka dalam
aktivitas politik. Dari jumlah tersebut, 9 orang berhasil kembali, 1 orang ditemukan tewas, dan
13 orang lainnya masih belum diketahui nasibnya. Walaupun jumlah korban ini jauh lebih kecil
dibandingkan dengan yang terjadi di Amerika Latin, insiden ini bisa dianggap sebagai salah satu

pemicu reformasi politik di Indonesia.

Walaupun isu penghilangan paksa baru menjadi sorotan pada masa akhir Orde Baru,
praktik serupa diduga sudah terjadi sebelumnya, terutama pada masa transisi kekuasaan dari
Orde Lama ke Orde Baru, saat terjadi persekusi terhadap mereka yang diduga sebagai
"komunis" atau simpatisannya. Penghilangan paksa juga diyakini terjadi selama operasi militer
di Timor Timur (1975-1999), termasuk beberapa bulan menjelang referendum 1999, serta dalam

operasi militer di Aceh sebelum perjanjian damai 2005, dan di wilayah Papua. (ELSAM, 2022),

Selama ini, kelompok yang paling rentan menjadi korban penghilangan paksa adalah
warga sipil yang berani mengungkapkan kebenaran dan menentang pemerintahan otoriter.
Sayangnya, hukum pidana di Indonesia belum memasukkan penghilangan paksa sebagai tindak
pidana atau kejahatan. Meskipun KUHP mencantumkan pasal tentang "penculikan", pasal
tersebut hanya mengatur tindak pidana yang terjadi antar individu, tanpa memasukkan unsur
"Negara" atau "Penguasa", yang membedakannya dari definisi penghilangan paksa sebagaimana
diatur dalam Konvensi. Hal ini menjadi hambatan dalam menangani kasus penghilangan paksa
dan membawa pelakunya ke pengadilan. Sebagai contoh, dalam kasus penculikan dan
penghilangan paksa aktivis pro-demokrasi pada tahun 1997-1998, Pemerintah melalui Panglima

TNI membentuk Dewan Kehormatan Perwira (DKP) untuk menyelidiki dan menyelesaikan



kasus ini. DKP menemukan bahwa penculikan dan penghilangan paksa tersebut dilakukan oleh
Kopassus, dengan melibatkan beberapa instansi militer dan Polri. Namun, para pelaku, seperti
Letjen. TNI Prabowo, Mayjen TNI Muchdi PR, dan Kolonel Inf. Chairwan, hanya dijatuhi

sanksi administratif oleh pemerintah tanpa ada proses hukum lanjutan.

Tidak adanya mekanisme hukum untuk menghukum pelaku yang terlibat dalam kasus
penghilangan paksa menjadi masalah utama, mengingat penghilangan paksa merupakan
kejahatan yang berkelanjutan (continuous crime) dan berpotensi terjadi kembali di masa depan.
Oleh karena itu, mendesaknya pengesahan Konvensi Internasional untuk Perlindungan Semua
Orang dari Penghilangan Paksa oleh Pemerintah Indonesia menjadi sebuah tantangan yang

harus dihadapi, termasuk melalui dukungan dari masyarakat sipil.

Data Estimasi Korban Penghilangan Paksa di Indonesia 1965-2001

Peristiwa atau Kasus Jumlah Korban

Peristiwa 1965-1966 32.774

Okupasi Timor-Timur 1974-1999 18.600 (termasuk kasus pembunuhan di luar hukum)
Penembakan Misterius 1982-1985 23

Tanjung Priok 1984 14

Talangsari Lampung 1989 88

Daerah Operasi Militer (DOM) Aceh 1989-1998

Penghilangan Orang secara Paksa

P iada1007.40092
mernoGeTIoI—1T990

1.958 (Forum Peduli HAM Aceh); 350 (KontraS); 23 (13 masih hilang, 10 orang telah kembali)

163(Komnas HAM)

Peristiwa Wasior, Papua 2001 4

Pembunuhan Theys Hiyo Eluay, Papua 2001 1

Sumber: Olahan penulis dari KontraS (2006); CAVR (2010); ELSAM (2012); dan Komnas HAM (2020).



Pada 20 Desember 2006, Majelis Umum PBB mengesahkan Konvensi Internasional
untuk Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa (International Convention for the
Protection of All Persons from Enforced Disappearances). Konvensi ini resmi berlaku pada 23
Desember 2010 setelah Irak menjadi negara ke-20 yang meratifikasinya. Hingga 25 Maret 2012,
sebanyak 31 negara telah menjadi Negara Pihak (State Parties), sementara 91 negara, termasuk
Indonesia, telah menandatangani konvensi ini. Pemerintah Indonesia menandatangani konvensi
tersebut pada 27 September 2010, melalui Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa.
Penandatanganan ini menjadi langkah penting dalam upaya perlindungan, pemenuhan, dan
pemajuan hak asasi manusia (HAM). Namun, langkah ini perlu dilanjutkan dengan ratifikasi

agar konvensi tersebut memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Konvensi ini menjadi salah satu instrumen hukum internasional yang bertujuan
melindungi setiap orang dari penghilangan paksa. Pentingnya konvensi ini terletak pada fungsi
preventif dan korektifnya dalam memastikan negara memberikan jaminan perlindungan
terhadap semua warga dari tindakan penghilangan paksa, yang telah terjadi di Indonesia,
terutama selama era Orde Baru. Kasus-kasus pelanggaran HAM berat seperti peristiwa 1965-
1966, konflik Timor-Timur 1975-1999, tragedi Tanjung Priok pada 1984, peristiwa Talangsari
1989 di Lampung, operasi militer di Aceh (1989-1998) dan Papua (1965-1996), serta
penembakan misterius (Petrus) pada 1981-1985, penculikan aktivis pada 1997-1998,
merupakan contoh dari praktik penghilangan paksa di Indonesia. Konvensi ini juga akan
membantu memperkuat regulasi nasional yang saat ini belum memiliki definisi atau aturan
khusus mengenai kejahatan penghilangan paksa, seperti dalam revisi Undang-Undang Kitab
Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang sedang dalam proses

pembahasan.



Pengesahan konvensi ini juga sejalan dengan rekomendasi DPR terkait kasus penculikan
dan penghilangan paksa tahun 1997/1998, khususnya pada butir keempat: "merekomendasikan
kepada pemerintah agar segera meratifikasi Konvensi Anti Penghilangan Paksa sebagai bentuk
komitmen untuk menghentikan praktik penghilangan paksa di Indonesia". Rencana ratifikasi ini
juga telah masuk dalam Rencana Aksi Nasional (RAN) HAM 2011-2014 yang disahkan melalui

Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2011.

Rumusan Masalah

Berdasarkan dari pokok permasalahan yang telah dijlelaskan sebelumnya, maka penulis
akan merumuskan suatu pokok permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini, yakni
“Bagaimana Ketidakpatuhan Indonesia dalam penerapan ratifikasi Konvensi Internasional
bagi Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa?”

1.2 Tujuan
Untuk menganalisis bagaimana dan apa yang membuat terjadinya ketidakpatuhan
Indonesia dalam penerapan ratifikasi Konvensi Internasional bagi perlindungan semua

orang dari penghilangan paksa (ICCPPED).

1.3 Manfaat
a.  Manfaat Teoritis
Manfaat teoritis dalam proposal ini adalah sebagai referensi bagi civitas akademi
yang dapat menunjang untuk pengembangan ilmu pengetahuan khususnya jurusan [lmu
Hubungan Internasional dan sebagai rujukan bagi penulis selanjutnya dan dapat

memberikan informasi dalam kebijakan yang tepat dan bahan pertimbangan
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meningkatkan penerapan ratifikasi Konvensi Interdasional dalam perlindungan dari
penghilapngan paksa (ICCPPED) di Indonesia.
b.  Manfaat Praktis
Secara praktis, diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan sumbangsih
pemikiran, referensi, dan masukan untuk para pengambil kebijakan dalam melakukan

evaluasi terkait implementasi kebijakanm, khususnya kebijakan luar negeri.
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